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WALIKOTA CIMAFII
PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[r4enirrbang a

l\4eng ingat 1

b

WALIKOTA CIMAHI,

bahwa sistem pengendalian intern terhadap

penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang

lrrrj, dibi"ngun cJan dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk

Pemerintah Daerah sehingga pi^insip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang balk- 
- (good governance) dalam

penyeleng garaan pemerirrtahan dapat terpenuhi ;

bahwa sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka

menindaklanjuti keteituan pasal 6o Peraturan Pernerintah

Nomor60Tahun200BtentangsistemPengendaliartlntern
Pemerintah, dinyatakan pengituran lebih lanjut mengenai

rirt., pengendallan intern pada Pemerintah Daerah

iiiuiuprun o[n Wrtit ota melalui Peraturan Walikota dengan

,"ng;., dan UeipeOoman kepada Peraturan Pemerintah

dimaksud;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan sistem

p"ng"no,lianlnternPemerintahdiLingkunganPerrrerintah
Kota Cimahi dengan Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang. Bersih dan Bebas Dari

xorupsi, (6tusi dan Nlpotisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun '1999 Nomoi' 75' Tambahan Lembaran

N"gut, Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Furou-rrntasan Tindak pidana Korupsi (Lernbaran Negara

nlprUf if, lndonesia Talrun 1999 Nomor 140' Tambahan

Lerlrbaran Nugur; Republik lndonesia Nontor 3874)

."tugrinrana tJlah diubah dengan Undang-Undang Nomor

iO fl;.1rn 2001 ientang Perubahan Undang-Undang Nomor

31 Tahun ,lggg tentJng pemberantasan Tindak Pidana

KorLrpsi (L.embaran ruegaia Republik lndonesia Tahun 200'1

Nomor 134, irrOr"nrn Lembaran Negara Republik

lndotresta Notror 41 50);
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J Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO1 tentang Pembentukan

Kota Cimahi (Lemi"'n Negara Republik .lndonesia 
Tahun

2OO1 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4116)"

Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2004

PerbendaharaanNegara(LembaranNegara
lndonesia Tahun ZO6a Nomor 5' Tambahan

'u;;;; 
RePublik lndonesia Nomor 4355);

4

5

6

tentang
Republik

Lembaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan Daerai-,-tiurouran Negara Republik lndonesta

Tahun2OO4ruo*o,'l2S,TambahanLembaranNegara
Republik lndonesia No'o' 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa xari teiaxnii Oengan Undan-g-Undar'g Nomor 12

Tahun 2OOB trntulg pt*trirn Kedua Atas Undang-undang

Nomor32Tahun-2OO4tentangPemerintahan,Daerah
(Lembaran negaia Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

59 Tambarran teirbarln Negara Republik lndonesia Nomor

7

Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keua'ni,1 O"rah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun-z"oos Nomor 140, Tambahan Lembaran

N;;;; Republik lndonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

nenjenOalian lntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nornor '127' Tambahan Lembaran

N.grtu Republik lndonesia l'lomor 4890);

4844),

B

I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengel6laan Keuangan Daerah

,rOig;irana telah diubah dLngan Peraturan lv4enteri Dalann

f.f.g*i Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perta,han Atas

Peraturan H/enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang PeComan Pengelolaan Keuangan Daerah;

PeraturanDaerahKotaCimahiNomor5Tahun2008tentang
Urusan Pemerintahan Daera[-r Kota Cimahi (Lembaran

Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D),

l0.PeraturanDaerahKotaCimahiNomorTTahun200Stentang
SekretariatDaerahdanSekretariatDewanPenryakilan
Rakyat Or.trn iOpnOl Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota

cirnahi Tahun )ooe Irio*o|. gB Seri D) sebagaimana telah

diubahdenganPeraturanDaerahKotaCimahiNomorl
Tahun2O,lltentangPerubahanAtasPeraturanDaerahKota
cimahi Nomor z %hun 20oB tentang Seketariat Daerah

dan Sekretarrat Dewan Pen'vakilan Rakyat D9e1ah (DPRD)

Kota Cimahi llembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011

Nomor 114 Seri D);



1 
,1. Peraturan Daerah Kota Cinlahi Nomor B Tahun 2008 tentang

DinasDaerahXotrCimahi(r-embaranDaerahKotaCimahi
Tahun 2008 Nomor Bg seri D) sebagaimana^telah ciiubah

dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2Tahun2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi

Nomor B Tahun 2OOB tentang Dinas Daerah Kota Cimahi

(Lembaran Daerah Kota Cimifri Tahun 2011 Nomor 115

Seri D);

l2.PeraturanDaerahKotaCimahiNomorgTahun2008tentang- 
t-emUaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun

2OOB Nomor gb seri b; sebagaimana telah diubah dengan

peraturan naerah Kota'cimahiNomor 3 Tahun 201'1 tentang

PerubahanAtasPeraturanDaerahKotaCimahiNornor9
Tahun 20OB ientang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor

rltryrnrn petirinJn Terpadu Kota Cimahi (Lembaran

Daerah Kota Cimahi Tahun 2O11Nomor 116 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor '10 Tahun 2008

tentang Polisi Famong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah

Kota cimahi Tahun looa Nomor 91 Seri D) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota cimahi Nomor 4

Tahun 2011 tentJng Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 'tO iahun 20OB tentang Polisi Famong Pry)a

KotaCimahi(LembaranDaerahKotaCimairiTahurl20ll
Nomor '1 17 Seri D);

14 Peraturan Daerah Kota cimahi Nomor 11 Tahun 2008

tentangKecamatandanKelurahandiKotaCimahi
(LembIran Daerah Kota cimahi Tahun 2008 Nomor 92

Seri D)

MEMUTUSKAN:

lvl e ne ta p ka t't PERATURANWALIKoTACIMAHITENTANGSISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA CIMAHI'

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1 Daerah adalah Kota Cimahi

2 pernerintah Kota cimahi adalah walikota cimahi dan perangkat daerah sebagai

Lrnsur penyelenggara pernerintahan daerah'

3 Walikota adalah Walikota Cimahi

4.sekretarisDaeranadalahSekretarisDaerahKotaCimahi.
5 lnspektorat Kota cimahi yang selanjutnya disebut lnspektorat adalah Aparat

Pengawasan lntern Pemerintaf, fApf piyang bertanggung jawab langsung kepada

6

Walikota

SatuarrKerjaPerangkatDaerahyang-selanj.utnyadisingkat
organrsasi perangkat d"aerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

SKPD adalah



7 Srstenr Pengendalian lntern adalah proses y?lg integral pada tindakan d'l

kegiatan yang diiakrt rn secara t.rrt ni.n.tr^t i:fimpinan 
dan seluruh pegawat

urrrtuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang ereriit'orn efisien r.rrnorran pelaporan keuangan' pengamanan

aset negara, dan krirrirn terhadap peraturan perundang-undangan'

Sistem Pengendalian lntern Pernerintah, yang selanjutnya disingkat sPlP' adalah

srstem pengendatian intern vr.g'- ilrd"ngor111,un secara menyeluruh di

lirrgkungan pu*utini'h pusat dan pemerintah daerah'

Pengawasan lntern adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi,

pernantauan dan kegiatan p.ngu*u!'n tuin te-rnaOap penyelenggaraan tugas dan

fLrngsi organrsas, JItam rang[a memberikan keyakinan-yang memadai bahwa

keoiatan telah dilaksanakan ""']' 
;?;;11 l::l ukur vang telah ditetapkan

,ulilu efektif Or. "liri.n 
untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

X.f of , Pemerintahan Yang baik'

B

o

(1)splP cliselenggarakan gungT,Iaksud sebagai panduan pengendalian intern bagi

seturuh SKpb di lingkungan iemeriniah Xot' Cimini dalam rangka

penyelengg*uZn f"..rlntrf,in Oaerah yang transparan dan akuntabel sesual

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik'

12)PenyelenggaraanSPlPdilingkunganPemerintahKotaCimahibertujuanuntuk'
a membenkan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi

pencapaia, t,r"" ptnV6rungg ataan pemerintahan daerah'

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III

RUANG LINGKUP

b keandalan PelaPorarr keuangan'

c pengamanan barang milik daerah'

c.i ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pasal 3

tiuang lingKup penyelenggaraan SPIP meliputi

a Penrahaman dan penyamaan persepsi

rrrernberikan pemahaman mengenai manfaat

n ri,at d i iingku ngan Pemerintah Kota

(sosialrsasi) SPIP dalam rangka
jun p.rrn Penting SPIP bagi scluruh

Cinrahi dalam PenYelenggaraan

pemertntahan.

b Perneta an (diagnosfic asse sment)untuk memberikan gambaran secara mendalam

,,ensenai n"..1'JIil"";,r;;'ipip proa seruruh srpb di ringkunsan pemerintah

Kota Cimaht

o penrbenturkan/pembangunan infrastruktur unsur-unsur sprp sebagai dasar yang

diperiukan Oarai-r..l p..".irnr1 SPIP pada pe^nyelenggaraan pemerintahan pada

seluruh SKPD Ji tingX'ngan Pemerintah Kota Cimahi'

cl lnternalisasi infrastruktur unsur-unsur sPlP yang telah dibangun pada seluruh

sKpD di lingkungan Pemer.rtun Kota cimahi dalam penyelenggaraan

pernerintahan,

e pengernbangan berkelanjutan atas pene-raqan unsur-unsur sPlP dalam

penyelenggaraan pemerintatran oten selu'ruh sKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Cimahi



BAB IV
KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 4

(-l)Dalammenunjangefektivitaspenyelenggaraan*sPlPdilingkunganPernerintah
Kota crmahi, walikota dapat membLntux-Satuan Tugas (satgas)'

12)SatgasSPlPnterupakantimpendampingbagiAPlPdanBadanPengawasan
Keuangan dan penrbanguna. igPKPl seSlgai-Pembina penyelenggaraan SPIP'

dalanr mempersiapkarr p.ny.tr'iggrtJrn Sp'1p di lingkungan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3'

(3) Penrbentukan, Susunan dan Uraian Tugas Satgas 'SPIP diatur lebih Ianlut dengan

('l ) r"Valrl<ota berlarr';gung jaurab atas efektivitas penyeleng garaan SPIP di Daerah'

i,11 i:)e riyelerrggaraan sPlP dikooi'cjinasrkan oleh sekretaris Daerah'

(.jt setiap Pimpinan sKPD bertanggungja\vab atas efektivitas penyelenggaraan sPlP

clr lirrgkurrrgan SKPD nrasing-rnasing

(zl) U.tLrk nre.rperirurat dan nrenr-rrlarrg efekti';itas sprp sebagainrana dimaksurd pada

:';:ilJ#:X:[i:'.'n atas penyetenssaraan lygas 
dan runssi sKPD di lingkungan

pernerintah Kota Cim ah i termasuk"Jku ntabilitas keuangan daerah'

b pembinaan penyelenggaraan SPIP'

p,,.i._rirran sKpD wajib menciptakan dan memerihara ringkungan_pengendarian yang

prrrp pTbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan

Pasal 5

Keputusan Walikota

BAB V

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 6

(1) SPIP terdiri atas unsur:

a, lingkungan Pengendalian;

b penilaian risil<o;

c. kegiatan Pengendalian;

d informasr dan komunikasi; dan

e. pemantauan Pengendalian intern'

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)dilaksanakan secara

terrntegrasi dengan seluruh kegiatan di lingkungan Penierintah Kota Cirrrahi'

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian

Pasal 7

kerlanya melalui:

ar penegakan integritas dan nilai etika;

lt kornrtmen terhadap kompetensi

c kepenrtnrPinan Yang kondusif;

Bagian Kesatu
Umum



clpenrberrtukanstrukturorganisasiyangsesuaidengankebutuhan;

e pendelegasian wewenang dan tanggung iawab yang tepat;

f penyr-rsunan dan penerapan kebijaKan yang sehat tentang pembinaan sunrber daya

ma nLlsla,

q perwLrjudan peran APIP yang efertif; dan

ir htrbungan kerja yang baik antar sKPD di lingkungan Pemerintah Kota cimahi dan

SKPD terkait lainnYa

Pasal B

[::,enogakan rntegritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hUruf a'

sekurlng-kurangnya dilakukan dengan: , ,,-:-,i^ ;

a rnenyUir,un dan r-nenerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawat;

I-r rnenrberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap

tingkat pimpinan i'iring[' ng'n Pemerintah Kota Cimahi;

Clllenegakkantindakandisiplinyangtepatataspenyimpangantgr|^'radankebijakan
dan prosedur, atau pelanggaran teihadap aturan perilaku dan dtsrpitn;

clrlrenjelaskandanmempertanggunglawabkanadanyaintervensiataupengabaian
pengendalian intern; dan

e rlenghapus kebijakan atau, P:I'9?:1:,^Y'ung 
dapat mendorong perilaku tidak etis

dan iretanggar peraturan disiplin pegawal'

Pasal 9

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b'

sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yanq dibutuhkan untuk menyelesaikan

tugas dan fungsi p?g, ,..,..,uring'-;,irrg 
'po;iti dalam SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Cimahi;

b menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing

posisi dalam SXFO di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;

c.menyelenggarakanpela:ihandanpembimbinganuntukmembantupegawai
memperlananran oun meningk,u,n kompetensl pekerjaannya; dan

d merrririh pimpinan sKpD di ringkungan pemerintah Kota cimahi yang memilikl

kemampuan manajerial dan d;;;tl,an, teknis yang luas dalam pengelolaan

SkpO Oi lingt<ung,n Pttnttintah Kota Cimahi'

Pasal 10

Kepemimpinan y rng kondusif sebagaimana dimaksud

sekurang-kurangnya ditunjukkatr dengan:

a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;

D rnenerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyusun Rencana strategis

(Renstra) ."rrui (unrrnu p.*fungrnln Lun-gfta Menengah Daerah (RPJivlD)'

fle.cana Kerja Tahunan vung ,riJg;, pror.-Renstra dan menerapkan standar

perayanan Minimar (spM) Oagi a-r"c yang terah ditetapkan aturan sprvl oleh

Pemerintah Pusat;

c rnendukung fungsi terlentu dalam penerapan .sPrP 
yang meliputi pencatatan dan

pelaporan keuangan, sistem, .r,iui...n inforrnuti, pingelolaan sumber daya

rranusia Oan pundawasan baik intern maupun ekstern;

d r]]elindungr atas barang milrk daerah darr informasi dari akses dan penggunaan

yang tidak sah,

dalam Pasal 7 huruf c,



e nreraKLrkan rnteraksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih

, ;::io1i1".r,, positir tei.hadap peraporan vans berkaitan densan keuansan'

penganggararl, program' dan kegiatan'

Pasal 11

(1)Pembentukanstrukturorganisasiyang..,:,|1^g.nnunkebutuhansebagaimana
drmaksud datam Pasal 7 huruf d, sekurang-kurangnyl oit,t.,t.an dengan:

a, menyesuaikan dengan uktlran dan sifat kegiatan SKPD;

bmemberikankejelasanWewenangdantanggungjawabdalamSKPD;

c.memberikankejelasanhubungandan,lenjangpelaporaninterndalamsKPD;

d. melaksanakan evaruasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi

sehubungan dengan peruOanln lingkungan strategis; dan

e.menetapkanjumlahpegawaiyangsesuai,terutamauntukposisipimpinan'
(2)Penyusunanstrukturorganisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)

berpedomun puJu peraturan perundang-undangan'

perderegasian wewenang dan tanggung jawab l?lg tepat t,:??g-iiTana dimaksud

daram pasar 7 huruf e, sekurang- 
"k';r;gnya diraksinakan dengan memperhatikan

iral-hal sebagai berikut :

a \,vewenang diberikan kepada pegawai .yang^tep{. 
sesuai dengan tingkat tanggung

lawabnya dalam rangka pun"pJi'n tujuaripemerintah Kota Cimahi;

b pegawar yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a rnemahami

bahwa wewenang dan tanggrnJ"jffi y;n,g dib;;ik;; terkait dengan pihak lain

dalam tingxung;;Pemerintih Kota Cimahi' dan

C|)egawaiyang,JiberiWewenangsebagaimana.dimaksuddalamhurufbmemahami
lralrw, pelaksanaan wewerrang dan-tanggung jawab terkait dengan penerapan

I]F IP

Pasal 12

Pasal 1 3

1'1) i)enyutsunan. dan penerapan,kebijakan yang

daya manrr,u iuUugaima.na.,dimaksud dalam

forrnasi, pun"r*uui, pelatihan prajabatan O,

dalam pangkat dan jabatan' penilaian prestasi

penggajian dan pemberhentian pegawat;

(2) Penyusunan, dan penerapan kebijakan yang

clayamanustaseb.agaimanapadaAyat(1)dil
sekurang- kurangnyi hal-hal sebagai berikut :

sehat tentang Pembinaan sumber

Pasal 7 huruf f meliputi penetapan

an dalam jabatan Pengangkatan
i pegawai, disiPlin Pegawai' sistem

sehat tentang Pembinaan sumber

a[runat an dengan memPerhatikan

a

b penelusuran
penerimaan/

penetapan kebijakan dan prosedur sejak

,r*pri dengan Pemberhentian Pegawai;

latar belakang

rekrutmen; dan

penerimaan/rekrutmen Pegawal

calon pegawai dalam Proses

c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawat'

(3)PenyuSunandanpenerapankebilakanpembinaansumberdayamanusia
sebagatmrnu oiruksud pada ,vriii) o.,puaoman pada peraturan perundang-

u ndanga n



perwuludan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana

dimaksud dalam pailLT huruf g' sekurang-kurangnya harus:

a memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan efisiensi dan

efektivitas pencapaian tu.luan p.rv.r.rgg;irun tGt dan fungsi seluruh 
'KPD 

di

[ngkrngrn' Pemerintah Kota Cimahi;

b memberikan peringatan d.ini dan menirrgkatkan,efektivitas manajemen risiko dalam

penyelensg*u-;; i;s;. orn rrng;i;;i;;;; srpo Ji tinsttunsah Pemerintah Kota

Cimahi; dan

c r,enrerihara dan meningkatkan kua'tas tata kerora penyerenggaraan tugas dan

fungsi seluruhlKFo Oi tlngttungan Pemerintah Kota Cimahi'

Pasal 14

Pasal 15

Bagian Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 16

(.1)Pimpinan sKPD di lingkungan Pemerintah Kota cimahi wajib melakukan penrlaian

ristko,

(2)Penilaianrisrkosebagaimanadimaksudpadaayat(,1)terdiriatas

a identifikasi risiko; dan

b analisis risiko.

r3) Dalarn rangka penilaran risiko sebagarmana

SKPD di lingkunjan Pemerintah Kota Cimahi

a tuJuan SKPD; dan

b tuluan Pada trngkatan kegiatan'

peru ndang-u nd angan '

dengan berPeooman Pada Peraturan

Pasal 17

(1)l'Lrjuan sKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a memuat

llernyataan dan arahan v,ng ,pu,irir, t,|.,r,r dapat dicapai, realistis dan terikat

wakrur daram mendukung orn ,"rrui;;;g;; tujuan Pemerintah Kota crrnahi'

(2)Tu1r-ranSKPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibdikomurlikasikan
kePad;r seluruh Pegawal'

(.)) Unturk nrencapai tuiuan sKPD sebagarmana dimaksud pada ayat (1)' pimpinan

SKPD menetaPkan:

a strategi operasional yang konsisten; dan

bstrategimanajementerintegrasidanrencanapenilaianrisiko,

Pasal 1B

HuuungankerjayangbaikantarSKPDdilingkung.anPemerintahKotaCimahiterkait
sebagairnana di;;;r;; 

'';;i;; prlri i i"tir h diwujudkan dengan adanva

r-nekanisrne saring uji antar_sKpo teirait, yaitu mencocok*an data yang sarrrrg terkait

iari i tJual atau ieoirr SKPD vang berbeda'

dimaksud Pada aYat (1)' PtmPtnan

menetaPkan:

perretapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebaga,imana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (3) huruf b sekurang-- kurang;;";il'k'kan" dengan memperhatikan ketentuan

sebagai berikut:

a berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD yang mendukung dan

sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Cimahi;



b saling rnelengkapi, saling rnenunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

c relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD;

u rrerrgandung unsur krrteria pengukuran;

i: citdurkting sumbe r daya SKPD yang cukup; dan

lrrlelibatkanseluruhtingkatpejabatdilingkunganSKPDdalamproses
pe.etapannya' 

Pasar 1g

rclentrfikasi risiko sebagairnana dirrraksud daiam pasar 16 ayat (2) huruf a' sekurang-

xr.,iungnYu dllaksanakan dengan:

a irer-rggunakan metodologl yang sesuai 1{fl-^t'j"n 
Pemerintah Kota Cimahi'

SKPDdantujuanpadatingkataikegiatanSecarakomprehensif;

bmenggunakanmekanismeyangmemadaiuntukmengenalirisikodarifaktor
uxitJt].rur dan faktor internal; dan

c menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko'

Pasal 20

(1)AnalisisrisrkosebagaimanadimaksuddalamPasall6ayat(2)hurufb
dilaksanakan untuk menentuk" J"p't< dari' tit'ro ya!g--t:l'h diidentifikasi

terhadap pencapaian tujuan p",ieriniah'Daerah dan tujuan sKPD'

(2)PimpinanSKPDnrenerapkanprinsipkehati-hatiandalammenentukantingkat
risiko Yang daPat diterima'

Bagian KeemPat
Kegiatan Pengendalian

Pasal 21

(1)PimpirranSKPDwalibmenyelenggarakankegiatanpengendaliansesuaidengan
ukuran, kompleksitas dan iitai-Oari tugas pokok dan fungsi SKPD yang

bersangkutan.

(2)Penyelenggaraankegiatanpengendaltansebagaimanadimaksudpadaayat(1),
seku ra ng- k;;.g r;; inemi I iki kJrakteristik sebaga i berikut:

a.kegiatanpengendaliandiutamakanpadakegiatanpokoksKPD;

b,kegratanpengendalianharusdikaitkandenganprosespenilaianrisiko;

c.kegiatanpengendalranyangdipilihdisesuaikandengansifatkhususSKPD;

d. kebiiakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis'

e prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang dltetapkan

secara tertults; dan

f kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa

kegiatan terselut masih sesuai dan ber{ungsi seperti yang dil^rarapkan'

(3)Kegiatanpengendaliansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;

b Pembinaan sumber daYa manusia;

c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

cl pengendalian fisik atas barang milik daerah;

e.penetapandanreviuatasindikatordanukurankinerja;

f Pernisahan fungsi;



Pasal 26

PenganranansisteminformasisebagaimanadimaksuddalamPasal2Slrurufa
,uttit,ng-kurangnYa mencakuP'

apelaksanaanpenilaianrisikoSeCaraperiodikyangkompreherlsif;

bpengembarrganrencanayangsecarajelasmenggambarkanprogrampengamanan
serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

cperretapanorganisasiuntukmengimplementasikandanmengelolaprogram
Pengamanan; ..^L ^an 'elas;

d. pengurraian tanggung jawab pengamanan secara I 
terkait dengan

eirnplernentasikebijakanyangefektifatassumberdayamanusla
program Pengamanan; dan

fpemantauanefektiv]tasprogrampengamanandanmelakukanperubahanprogram
pengamanan jlka diPerlukan

Pasal 27

pengendaiiarr atas akses sebagaimana drnraksud daram pasar 25 hrrruf b, sekurang-

l<urangnYa mencakuP:

a krasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan

se n sitivita snYa;

b identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;

c pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses

yang tidak diotorisasi; dan

c1 l.rernarrtauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran' seita

i,ndakan perbaikan dan penegakan disiplin'

Pasal 28

r)..gerrdalia, atas pengemb-angan _dan ,peruoahan 
perangkat lunak aplikasi

:;ei:agair,ana di.-XsrO OJtam put'a 25 huruf c sekurang'kurangnya mencakup:

a otorrsasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;

ir pengujian dan persetu,luan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang

d rmutakhirkan; darr

penetaPan Prosedur untuk

kepustakaan Perangkat lunak
memastikan terselenggaranya pengendalian atas

Pasal 29

[)errgendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruii d sekurang-kurangnya mencakup:

, pembatasan akses ke perangkat runak sistem berdasarkan tanggung jawab
'- 

[ekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses'

it pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak

srstJm; dan

c pengendalian atas perubahan yarrg dilakukan terhadap perangkat lunak sistem'

Penrisahan tugas sebagaimana

krrrangnya mencakuP:

Pasal 30

dimaksud dalam Pasal

C

25 huruf e, sekurang-



al identifikasi tugas yang tidak dapat digabungl<an dan penetapan kebijakan untuk

nrenr isahkan tug as tersebut;

penetapanpengendalianaksesuntukpelaksanaanpemisahantugas,dan

pengendalianataskegiaianpegawaimelaluipenggunaanprosedur,supervisidan
reviu.

Pasal 31

Kontrnuitas perayanan sebagaimana dimaksud daram pasar 25 huruf f' sekurang-

kurangnYa mencakuP:

a, penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung

atas kegiatun kornp'teiisasl yang kritis dan sensitif;

b, langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya

operasi komPuter;

C'pengembangandanpendokumentasianrencanakomprehensifuntukrrrengatasi
kelairan tidak terdtrga; dan

cl pengr,rlian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga

dan melakukan penyesuaian jika diperlukan'

Pasal 32

PengendalianaplikasisebagaimanadimaksuddalamPasal24ayat(2)hurufb'terdiri
atas

at pengelldalian otorisasi;

b pengendalian kelengkaPan;

c pFlngendalian akurasi; dan

c1 pengendalran terhadap keandalan pemrosesan dan file data'

Pasal 33

Pengeitcleilrarr otorisasi se[,agairrana ditnaksud dalanr Pasal 32 huruf a' sekurang-

krrrangnya mencakuP.

a pengendalian terhadap dckumen sumber;

b pengesahan atas dokumen sumber;

c perrbatasan akses ke terminal entri data; dan

clpenggulnaanflieindukdanlaporankhususuntuknremastikanbahw,aseluruhdata
yrng diProses telah diotorisasi'

Pasal 34

pengendalian kelengkapan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b'

st--k ir ra n g-k ur i"a ng nya mencakup :

a pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam

komPuter; dan

b pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data'

Pasal 35

pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c' sekurang-

kurangnya mencakuP:

a penggunaan desain entrt data untuk mendukung akurasi data;

b pelaksanaan valrdasi data untuk mengrdentifikasi data yang salah;

tr

C



c pencatatan pelaporan, investrgasi dan perbaikan data yang salah dengan segera;

dan

cj revru atas raporan keruar an (outpur/ untuk mempe*ahankan akurasi dan validitas

d ata

Pasal 36

F,e.gendalran terhadap keandalan, pemrosesan dan,file data sebagainnana dirnaksud

dalarn Pasal az rluiuii, sekurang-kurangnya mencakup:

alpellggunaanproseduryangmemastikanbahwahanyaprogramdanfitedataversi
ierr<r'.ri digunakan selama pemrosesan'

i: perrggunaan program y?ng Temiliki 
prosedur untuk memverrfikasi bahwa versi flle

komputer yrng t6*uai digunakan selama pemrosesani

c penggunaan prograrx yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header

'tanitl sebelum Pemrosesan; dan

dperrggunaanaplikasiyangmencegahperubahanfilesecarabersamaan.

Pasal 37

(1)Pimpinan SKPD waiib melaksanakan pengendatian fisik atas barang mllik daerah

sebagaimunu Jrr(.ud dalam Pasal 21 a'yal (3) huruf d,

(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik dae-rah sebagaimana

dimaksud pada ayat ait' pimpinan SX-pO wajib menetapkan'

p-ren gimplementasikan d an rungi.oru nik'asikan kepada seluruh pegawai :

a.renCanaidentifikasi,kebijakandanprosedurpengamananfisik;dan

b rencana pemulihan setelah bencana'

Pasal 38

(1) Pilrpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi wajib menetapkan dan

nrereviu indikator dan ukuran kinerla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal

(3) huruf e

(2) Dalam melaksanakan penetapan dan 
. 
reviu indikator dan pengukuran kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Pimpinan SKPD harus:

a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;

l: rnereviur dan melakukan validasi secara perrodik atas ketetapan dan keandalan

ukuran dan indikator kinerja;

c mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan

d menrbandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran

yang ditetrpiun dan selisihnya dianalisis lebih lanjut'

Pasal 39

(1) Pimpinan SKPD wajib melakukan' ' 
dalam Pasal 2.1 aYal (3) huruf f'

pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud

(2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana di
'_,pimpinanSKPDharusmenjaminbahwaseluruhaspek

i elaciian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang'

maksud Pada aYat (1),

utama transaksi atau

Pasal 40

(1) pirrprnan sKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejaclian yang

pentingsebagaimanadimaksuddalamPasal2layal(3)hurufg,



(2i Dalarll melakurkan otortsasi-11,, transaksi da.n kejadian sebaga:T,n, dimaksucj

pada ayat (1) pi;pi;;,-.,, sxep -ri'[ ,..ut1o1rniin mengkomunikasikan svarat

r.lan ketenturan otorisasr kepada seluruh pegawal'

lllPtrtlpirlanSKPDwajib*:|-,I:'I,npencatatan.yangakuratdantepatwaktuatas
transaksi dan kejadian sebagr,rr.S limaksud l'i'?n-p" al21 ayal (3) huruf h'

t2)Dalammelakukanpencatatanyar]9^akurat.-dantepatwaktusebagaimana
cjirnaksud pada ayat (1)' pimpinan SKFO perlu memperlimbangkan:

artransaksidankejadiandiklasifikasikandengantepatdandicatatsegera;dan

i: krasifikasi dan pencatatan yang tepat diraksanakan daram seruruh srklus

transakst atau keladian'

Pasal 41

intern serta transaksi dan kejadian penting'

Bagian Kelima
lnformasi dan Komunikasi

Pasal 44

Pirlpinan SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi

cJalam bentuk dan waktu yang tepat

Pasal 45

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib

Pasal 42

(1)['rllrpirran sKPD wajib nrembatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya

sebag;armana Iiru[rro oarani-pa.ut zt ayat- (51 nurut i dan menetapkan

akurrrtabiritas terhadap sumbe," ouyu-Jrn pencatat)nnya sebagaimana dinraksud

dalanr Pasal 21 aYal (3) huruf j'

(2) Dalarx melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

sebagainruru'Ji.uksud pada #t fil, pimpinan SKPD wajib memberikan akses

hanya kepada pegawai yang oerw"nlng dan melakukan reviu atas pembatasan

tersebut secara berkala'

(3) Dalarn r.]1enetapkan ak,untabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

sebagaimana dimaksud prdr'"Jyri til pimpinan sKPD wajib menugaskan

pegawaiyangbertanggungl.*uoterhadappenyimpanansumberdayadan
pencatatann,l ,urtu m6iaf<uXan reviu atas penugasan tersebut secara berkala'

Pasal 43

(1)Pinrpinan sKPD waiib menyelenggarakan. dokumentasi yang baik atas sistem

pengendalian intern ierta trrnsr[il-Jan kejadian penting sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 aYal (3) huruf k'

(2) Dalam menyelenggafa[a! dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pimpinan SKPD walin memililii, mengelola' memelihara dan secara

berkara memutakhirkan dokumentasi yang men.a-t up seruruh sistem pengendalian

1'1 ) Korrrunikasi atas informasi
cl iselenggarakan secara efektif

(.2) Llntuk r-nenyelenggarakarr komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksurd pada

ayat (1) Pimpinan SKPD harus sekurang-kurangnya:

a nrenyediakan dan menranfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunirasi' dan

b nrengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus

menerus.



Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 46

(1)prnrpinan sKPD walib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern'

(2)Pemantauansistempengend.alianinternsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dilaksanakan melalui pu*rntutiln berketanlutan evaluasi terpisah dan tindak

laniut rekomen'd;;;;"i pemeriksaan dan reviur lainnya'

Pasal 47

iretllantauanberkelanjutarrse!agairnanadimaksuddalamPasal
diselenggarakan rnJui'i kegiatan pengelolaatt ' 

r'utin' supervlsl' 1

rekorrsiliasl aan tiniaf<rn f uin ying terkait dalam pelaksanaan tugas'

46 aYat (2)

pernbandingan,

Pasal 48

(1)L:valuasiterpisahsebagaimanadirrraksuddalarirPasal46ayat(2)
crrserengga,.uxrn"..rarui p6.irrIn rrnoiri reviu dan pengujian efektivitas sistem

pengendalian intern'

(2) Evaluasi terplsah dapat di,lakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau

pihak eksternal Pemerintah'

(3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan m-enggunakan daftar uji pengendalian

intern sesuar dengan t-ampirari pliatluran pemliintat', Nomor 60 Tahun 2008

tentatrg Sistem Pelgendalian lntern Pemerintah

Pasal 49

lindaklanjutrekomendasihasrlauditdanreviulainnyasebagaimanadimaksuddalam
[:)asat 46 ayat (2) harus ,.g.r, ot;lesaikan din dilaksanakan sesuai dengan

,rcr<a.rsrre penyeresaian rekomendasi hasir pemeriksaan dan reviu rainnya yang

d rtetaPka n

BAB VI

PENGUATANEFEKTIVITASPENYELENGGARAANSPIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Untuk rlernperkuat dan menr:niang efektivitas sPlP sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 aYal (1)dilakukan '

apellgawaSaninternataspenyelenggaraantugaspokokdanfungsisKPDdi
Ii.gkungan pemerintah Kota cimar.,ii6rmasuk akuntabiritas pengeroraan keuangan

daerah; dan

b pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Bagian Kedua
pengawasan lntern atas Penyllenggaraan Tugas dan Fungsi sKPD

Pasal 51

(1)PengawasaninternsebagaimanadimaksuddalamPasal50hurufadilakukanoleh
InsPektorat.

(2) lnspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) melakukan pengawasan intern

rnelalui



a. pemeriksaan;

b. reviu;

c evaluasi;

d pemantauan, dan

e kegiatan PenEawasan 
lainnYa'

Pasal 52

lnspektoratmelakukanpengawaSanterhadap_^seluruhkegiatan^dalamrangka
oenvelenssaraan'i's" pok?l -1i; 

il;;i sK:? 
..o; 

ritgr*'ilT P-emerintah Kota

cimahi yang didanuli.ngun Anggaran-rJnoapatan 
oan bJr'nii Daerah Kota cimahi'

Pasal 53

(1) perneriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasar 51 ayat (2) huruf a' terdiri atas:

a pemeriksaan ope:'asional/regulerl dan

,,, I "lil;:::X' 
: i;;:il;liffi[ l"''J*, *11'nd 

i' uksud pad a avat ( 1 ) I ii{^:
rrerupakan p#erir<saan atas ? (i#;i;,plft Ouf'm iangX' p-elaksanaan tugas

,okok dan ,rngrr 
'-stapo 

dengan berpegang ffi; utit efisien' efektif dan

ekonomis . , ,^ a dimaksud pada ayat (1) huruf b,

'', ';?ll::lff';"1:::;::'Jl'i:l;-;!I.'ii,ilTiT;i;;;-;;meriksa# 
opeiasionar/

regr.rler ,"nug; 'iu"iJi'"Jrtsuo 
pada ayat (2)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

PeratutranWalikotainirrlulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setrap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota

inr ciengan prnu''pu"';;;; ;;i;; Berita Daerah Kota cimahi'

DitetaPkan di Cimahl
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA
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